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ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu instrumen yang memiliki
peran penting dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga dapat
dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat perkembangan suatu
wilayah atau negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu
wilayah, berarti semakin baik kondisi perekonomian di wilayah tersebut.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota eks Karesidenan
Banyumas selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan per kabupaten, jumlah
PDRB untuk wilayah kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas selalu
mengalami peningkatan. Yaitu pada tahun 2011-2013 rata-ratanya lebih
tinggi dibanding rata-rata PDRB Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi
fiskal, investasi, dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten/Kota eks Karesidenan Banyumas pada periode tahun 2005-
2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel analisis
fixed effect model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2005
hingga tahun 2012, variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel investasi dan pajak daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari
hasil uji F nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,7743.
Artinya, bahwa variabel independen (desentralisasi fiskal, investasi dan
pajak daerah) mampu menjelaskan variabel dependen (pertumbuhan
ekonomi) sebesar 77,43% sedangkan 22,57% sisanya dijelaskan oleh
variabel lain di luar model.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Investasi, Pajak
Daerah, Regresi Data Panel.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sadono Sukirno (1994:45) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi
merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke
tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan
pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan Iaju
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu instrumen
yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi
juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat perkembangan
suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatau
negara, berarti semakin baik kondisi perekonomian di negara tersebut dan
begitu pula sebaliknya, semakin rendah pertumbuhan ekonomi suatu negara
maka semakin buruk kondisi perekonomian di negara tersebut.

Dalam skala nasional pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan
Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator. Sedangkan dalam skala
regional atau daerah pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai
gambaran product originated yang artinya merupakan indikator yang
menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan
atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah. PDRB yakni nilai total
atas segenap output akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah, pada

umumnya dihitung dalam jangka waktu satu tahun (Todaro, 1997: 38).



Pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan
membuat kebijakan baru terkait penyerahan wewenang kepada daerah untuk
dapat mengelola daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut tertuang dalam
Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang desentralisasi fiskal. Serta Undang-
undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah yang direvisi dengan Undang-undang No. 32 dan Undang-undang No.
33 tahun 2004.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan
republik Indonesia (UU no. 32 Tahun 2004). Dalam hali ini, penyerahan
urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya
ialah yang menjadi wewenang dan juga tanggung jawab daerah sepenuhnya
(kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga segi-segi pembiayaan).
Sedangkan posisi desentralisasi fiskal disini adalah sebagai komponen utama
dari adanya kebijakan desentralisasi.

Menurut  Kusaini  (2006:29) desentralisasi  fiskal merupakan
pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang
sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya
diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Adanya kebijakan baru terkait
desentralisasi fiskal tersebut merupakan langkah strategis pemerintah yang
memberikan peluang sekaligus tantangan kepada setiap pemerintah daerah.
Bukan hanya sekedar untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi juga

mengoptimalkan sekaligus memajukan daerah dengan mengelola berbagai



sumber daya alam yang tersedia, sesuai potensi daerahnya masing-masing
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi fiskal
ini setiap daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerahnya masing-
masing sesuai potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan indikator dari
pertumbuhan ekonomi daerah.

Besarnya PDRB per kapita setiap kabupaten/kota cenderung
bervariasi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.
Faktor-faktor tersebut bukan hanya berasal dari pengaruh potensi wilayah,
tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk wilayah bersangkutan. Secara
umum, wilayah kota mempunyai PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan
daerah kabupaten (Jawa Tengah dalam Angka, 2010: 519).

Seperti pada data tabel di bawah ini dapat dilihat dari perkembangan
dan perbandingan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
berdasarkan harga konstan tanpa migas kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun

2011 sampai 2013.



Tabel 1.1
PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan (2000) Menurut
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)

No | Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 Rata-rata
1 | Cilacap 13.749.105 | 14.517.885 | 15.352.291 | 14.539.760
2 | Banyumas 4.931.433 | 5.221.519 | 5.571.941 | 5.241.631
3 | Purbalingga 2.678.085 | 2.845.663 | 3.006.627 | 2.843.458
4 | Banjarnegara 3.030.542 3.189.652 3.357.960 | 3.192.718
5 | Kebumen 3.070.381 | 3.242.112 | 3.378.160 | 3.230.218
6 | Purworejo 3.168.113 | 3.327.672 | 3.493.601 | 3.329.796
7 | Wonosobo 1974114 | 2.075.562 | 2.179.015 | 2.076.231
8 | Magelang 4.292.354 | 4.542.889 479.719 3.104.987
9 | Boyolali 4472217 | 4725559 | 4.982.066 | 4.726.614
10 | Klaten 4.938.051 | 5.211.757 | 5.513.308 | 5.221.039
11 | Sukoharjo 5.206.688 | 5.468.709 | 5.742.877 | 5.472.758
12 | Wonogiri 3.140.855 | 3.325.090 | 3.470.048 | 3.311.998
13 | Karanganyar 5.752.137 | 6.086.877 | 6.414.504 | 6.084.506
14 | Sragen 3.270.053 | 3.485.992 | 3.717.488 | 3.491.178
15 | Grobogan 3.370.344 | 3.578.063 | 3.742.250 | 3.563.552
16 | Blora 2.170.195 | 2.278.805 | 2.390.800 | 2.279.933
17 | Rembang 2.384.459 | 2.500.796 | 2.626.476 | 2.503.911
18 | Pati 4.828.723 | 5.114.682 | 5.407.167 | 5.116.858
19 | Kudus 13.184.051 | 13.754.585 | 14.398.651 | 13.779.096

20 | Jepara 4.502.689 | 4.763.306 | 5.038.104 | 4.768.033

21 | Demak 3.156.126 | 3.302.610 | 3.455.273 | 3.304.670

22 | Semarang 5.869.950 | 6.223.188 | 6.573.208 | 6.222.115

23 | Temanggung 2.521.439 | 2.648.488 | 2.781.321 | 2.650.416

24 | Kendal 5.717.087 | 6.033.632 | 6.350.000 | 6.033.573

25 | Batang 248.766 2.611.529 | 2.746.480 | 1.868.925

26 | Pekalongan 3.384.388 | 3.564.599 | 3.758.994 | 3.569.327

27 | Pemalang 3.622.636 | 3.813.839 | 4.020.039 | 3.818.838

28 | Tegal 3.801.779 | 4.001.205 | 4.233.513 | 4.012.166

29 | Brebes 5.780.878 | 6.082.267 | 6.390.184 | 6.084.443

30 | Kota Magelang 1.169.343 | 1.245.158 | 1.318.708 | 1.244.403

31 | Kota Surakarta 5411912 | 5.742.861 | 6.080.954 | 5.745.243

32 | Kota Salatiga 961.025 1.018.104 | 1.080.657 | 1.019.929

33 | Kota Semarang 22.736.136 | 24.196.488 | 25.697.338 | 24.209.987

34 | Kota Pekalongan | 2.200.828 2.324.147 2.460.947 | 2.328.641

35 | Kota Tegal 1.340.228 | 1.408.144 | 1.477.506 | 1.408.626

Rata-rata 4.629.632 | 4.956.384 | 5.105.376 | 4.897.131

Sumber: BPS provinsi Jawa Tengah, tahun 2016




Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah,
hanya terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita berada di
atas rata-rata PDRB Jawa Tengah. Dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian
kecil (34,29%) kabupaten/kota di Jawa Tengah yang pelaksanaan
pembangunannya berhasil melampaui rata-rata PDRB Jawa Tengah.
Sedangkan 23 atau sekitar (65,71%) kabupaten/kota PDRB per kapitanya
berada di bawah rata-rata PDRB Jawa Tengah, hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita yang masih relatif
rendah dibandingkan dengan rata-ratanya. Untuk mengetahui bagaimana
posisi daerah kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas terhadap Jawa
Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Rata-rata PDRB Per kapita Daerah Kabupaten/Kota
Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2011-2103

Tahun Cilacap Banyumas | Purbalingga | Banjarnegara | Rata-Rata

2011 13.749.105 | 4.927.351 2.679.134 3.030.542 6.096.533

2012 14.517.885 | 5.221.519 2.845.663 3.189.652 6.443.680

2013 15.352.291 | 5.571.941 3.006.627 3.357.960 6.822.205

Rata-Rata | 14.539.760 | 5.240.271 2.843.808 3.192.718 6.454.139

Sumber: BPS provinsi Jawa Tengah, tahun 2016

Dari tabel 1.1 dapat dilihat rata-rata PDRB perkapita untuk Jawa
Tengah adalah sebesar 4.897.131, sedangkan rata-rata PDRB perkapita untuk
daerah kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas (tabel 1.2) adalah sebesar
6.454.139. dari kedua tabel tersebut dapat dibandingkan bahwa rata-rata dari
PDRB perkapita daerah kabupaten/kota eks Karsidenan Banyumas lebih
tinggi dibandingkan rata-rata PDRB perkapita Jawa Tengah. Berdasarkan

tabel di atas, PDRB masing-masing kabupaten/kota eks Karesidenan



Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB
tersebut juga dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut
juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas merupakan daerah yang
sangat penting untuk diteliti. Karesidenan ini merupakan karesidenan yang
memiliki wilayah terluas di propinsi Jawa Tengah. Wilayahnya yang lebih
dari 45% daratan membuat wilayah ini diproyeksikan sebagai pusat
perekonomian Propinsi Jawa Tengah bagian selatan. Diproyeksikan juga
bahwa kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas akan menjadi daerah yang
memberikan kontribusi terbesar di Jawa Tengah. Potensi wilayahnya yang
dapat dikembangkan yaitu meliputi, pertanian, tambang, dan laut (Syifa,
2016).

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam
penelusuran Harrod-Domar terhadap model pertumbuhan ekonomi di negara
maju menyimpulkan, bahwa akumulasi investasi dan tabungan nasional
merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan
pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan
untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan
produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan
jasa-jasa dimasa yang akan datang (Sukirno, 121: 2011). Tingkat
pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dapat diukur dari
perkembangan pendapatan riilnya. Menurut metode pengeluaran dalam
perhitungan pendapatan nasional, dan salah satu jenis agregatnya adalah

pengeluaran investasi (Sukirno: 2004).



Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari
investasi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi
merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin
besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang
dicapai. Sebaliknya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin
besar pendapatan yang dapat ditabung dan investasi akan meningkat, ini
merupakan investasi fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

Selain investasi, pajak daerah merupakan salah satu faktor yang juga
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah adalah salah satu
instrumen pendapatan daerah yang berperan besar dalam pertumbuhan
ekonomi. Pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah tersebut secara teori
sebenarnya dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Dampak positif tingkat pajak daerah (local tax rate) dapat
dijelaskan dengan kenyataan bahwa tax revenue akan digunakan oleh
pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai
pengeluaran publik. Sebaliknya, dampak negatif pajak bagi pertumbuhan
ekonomi dapat dijelaskan karena pajak menimbulkan "deadweight loss of
tax". Ketika pajak dikenakan pada barang, maka pajak akan mengurangi
surplus konsumen dan produsen. (Bahl dalam Hadi Sasana, 2006:148).

Terdapat hubungan fungsional antara pajak daerah dan pertumbuhan
ekonomi, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan fungsi dari
PDRB. Ketika PDRB meningkat maka dapat menambah penerimaan
pemerintah  untuk  melaksanakan  program-program  pembangunan.

Selanjutnya dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada



masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas
masyarakat, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Mengaitkan PDRB sebagai indikator sosial ekonomi masyarakat dengan
pajak daerah terutama pajak yang berbasis pendapatan, dilihat dari sisi
penghasilan masyarakat bahwa penghasilan adalah semua peneriman yang
dapat menambah konsumsi dan meningkatkan kekayaan atau tabungan
(Mangkoesoebroto, 1999: 255).

Beberapa ahli menyatakan bahwa yang menjadi pokok sasaran dari
desentralisasi fiskal adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
serta merupakan solusi berbagai problem ekonomi. Permasalahan ini masih
menjadi topik perdebatan yang menarik dikalangan para ahli ekonomi.
Landasan teoritis yang mendukung tentang desentralisasi fiskal
mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini juga masih
dikembangkan. Vazquez dan McNab (2001), menyatakan adanya argumen
bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui
efisiensi ekonomi, distribusi sumber daya regional dan juga stabilitas
makroekonomi yang sampai pada saat ini masih tetap menjadi pertanyaan
karena banyaknya literatur empirik yang memberikan hasil berbeda-beda
dalam setiap penelitiannya (Wibowo, 2006).

Beberapa literatur yang ditemukan telah memberikan hasil yang
berbeda-beda terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang menyatakan
desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ialah,
penelitian yang dilakukan oleh Parhah (2002), di dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap



pertumbuhan ekonomi. Bebarapa literatur yang menunjukkan hasil penelitian
terkait desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi diantaranya, penelitian yang dilakukan di Amerika menunjukkan
bahwa desentralisasi fiskal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi (Akai dan Sakata, 2002). Dalam penelitian yang dilakukan oleh
wibowo (2005), menyatakan bahwa desentralisasi memiliki hubungan yang
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian milik Sumarsono dan Utama (2009), serta Siragian
(2010) yang juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya
bahwa desentraliasasi fiskal merupakan suatu kebijakan yang dapat menjadi
solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat memberikan
keuntungan-keuntungan lainnya, penulis pada akhirnya dalam penelitian ini
mengangkat permasalahan dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal,
Investasi, dan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Banyumas Periode Tahun 2005-2012”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang yang telah disampaikan di
atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaruh adanya desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas

periode tahun 2005-2012.
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2. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas periode tahun 2005-2012.

3. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas periode tahun 2005-

2012.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini

memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji serta menganalisis bagaimana pengaruh adanya desentralisasi
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota eks
Karesidenan Banyumas periode tahun 2005-2012.

2. Menguji serta menganalisis bagaimana pengaruh tingkat investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas
periode tahun 2005-2012

3. Menguji serta menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas

periode tahun 2005-2012

1.4 Kegunaan Penelitian
Selain dari tujuan diatas, penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan

dan manfaat diantaranya:
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1. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan ilmu
pengetahuan serta sebagai wujud aplikasi ilmu yang telah diperoleh
penulis.

2. Bagi Pembaca dan Khalayak Umum
Penelitian ini semoga bisa menjadi sumber rujukan atau sebagai referensi
bagi penelitian- penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan kebijakan

fiskal bagi institusi pemerintah khususnya bagi pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Di dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab utama yang secara
berurutan dapat disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
BAB | Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan mengenai beberapa hal di antaranya uraian
mengenai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah
yang merupakan persoalan penelitian, dan juga tujuan dan manfaat dari
penelitian yang akan dilakukan.
BAB Il Landasan Teori

Pada bagian kedua ini berisi teori yang relevan dengan penelitian. Dalam
teori ini akan dijelaskan mengenai serangkaian konsep, definisi, dan proporsi

yang saling berkaitan secara sistematis yang digunakan untuk menjelaskan
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atau memprediksi fenomena dan fakta, pengembangan hipotesis yaitu
perumusan hipotesis dengan argumen yang dibangun dari teori atau logika dan
penelitian sebelumnya yang relevan, dan kerangka pikir yang berupa gambar
dan atau hubungan antara variabel yang akan diuiji.
BAB 11l Metode Penelitian

BAB Il ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan
dilakukan untuk menjawab hipotesis. Bagian ini terdiri dari penjelasan tentang
jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian, teknik perolehan data serta
sampel yang digunakan, definisi operasional variabel, dan penjelasan alat
analisis statistik yang digunakan serta asumsi-asumsi yang digunakan untuk
mengolah data.
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian serta penjelasan mengenai
implikasinya. Selain itu juga akan dikemukakan mengenai alasan atau
justifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh.
BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini akan berisi tentang simpulan atas pengujian hipotesis dan
diskusi singkat mengenai hasil yang diperoleh. Selain itu juga menjelaskan
implikasi secara teoritis, praktik, dan atau kebijakan. Serta menjelaskan

tentang keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian dengan metode
regresi data panel maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Desentralisasi Fiskal dari sisi penerimaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks Karesidenan
Banyumas periode tahun 2005-2012. Hal ini karena adanya beberapa sebab
diantaranya yang pertama, lemahnya sistem desentralisasi yang ditunjukkan
dengan capaian derajat desentralisasi fiskal di daerah tersebut masih sangat
rendah, yaitu hanya berada pada interval 10%-20%. Rendahnya derajat
desentralisasi fiskal di daerah tersebut menunjukkan bahwa kemampuan
keuangan daerah tersebut masih sangat kurang. Kedua, kebijakan
pengelolaan keuangan daerah secara mandiri belum memberikan hasil yang
baik terhadap masing-masing kabupaten/kota di Karesidenan Banyumas.
Dan ketiga, Ketergantungan daerah terhadap pendapatan daerah yang
berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: bagi hasil pajak, bagi
hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi
khusus serta dana darurat dana pinjaman masih tinggi.

2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan konomi
di kabupaten eks Karesidenan Banyumas tahun 2005-2012. Artinya, ketika
investasi di daerah tersebut mengalami peningkatan, maka pertumbuhan

ekonomi di daerah tersebut juga akan ikut meningkat.

93
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3. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

5.2

ekonomi di kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas tahun 2005-2012.
Artinya, pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan seiring
dengan meningkatnya pendapatan dari hasil pajak daerah di daerah tersebut.
Desentralisasi fiskal, investasi serta pajak daerah secara serentak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota

eks Karesidenan Banyumas tahun 2005-2012.

Implikasi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

bidang keilmuan akademik khususnya dalam bidang ilmu ekonomi regional

dan ilmu ekonomi syari’ah. Kontribusi dan implikasi tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Ditemukannya hasil penelitian yang menyatakan bahwa desentralisasi
Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
kabupaten eks Karesidenan Banyumas periode tahun 2005-2012, hal ini
dilatarbelakangi  olen faktor kelemahan sistem desentralisasi
(Khusaini,2006) dan kelembagaan politik (Kyriacou dan Roca-
sagales,2009) di Indonesia dan di sisi lain desentralisasi fiskal mampu
memperbaiki kinerja ekonomi yang dilatarbelakangi oleh local taxing
power, meskipun derajat tingkat intervensi pemerintah pusat masih cukup
tinggi akan tetapi faktanya daerah masih mampu meningkatkan kinerja
ekonomi dan setidaknya local taxing power yang dimiliki oleh daerah saat

ini masih mampu berperan dalam peningkatan kinerja ekonomi. Implikasi
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kebijakan terkait tingkat kualitas pemerintahan yang masih rendah pada
era desentralisasi fiskal yakni perlu adanya perbaikan kelembagaan
dengan cara memperpendek proses birokrasi, meningkatkan monitoring
dan pengawasan jalannya pemerintahan melalui sinergisitas yang lebih
kuat dengan perguruan tinggi, LSM dan instansi lain yang bersangkutan
dalam hal pengambilan keputusan pengambilan kebijakan-kebijakan
strategis tata kelola daerah untuk meghasilkan keputusan bijak dan
berdampak bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat sehingga
dapat meminimalisir tindakan self-interest. Selain itu juga perlu kiranya
meningkatkan keseriusan dalam penegakan perundang- undangan bagi
para pelaku yang terlibat penyalagunaan wewenang dan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya.

Variabel investasi dan pajak daerah berpengaruh positif signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap pemerintah kabupaten/kota eks
Karesidenan Banyumas harus meningkatkan investasi serta pendapatan
pajak daerah demi mendukung sektor pembangunan. Sehingga, investasi
dan pajak daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas.

5.3 Saran

1.

Untuk  meningkatkan pengaruh desentralisasi  fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah kabupaten/kota eks Karsidenan
Banyumas perlu mengalokasikan belanja pada program dan kegiatan

yang berorientasi kepada kepentingan publik, sehingga menjadi stimulus
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bagi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks Karesidenan
Banyumas.

Periode yang digunkan dalam penelitian ini masih terlalu singkat. Yaitu
hanya delapan tahun periode untuk masing-masing kabupaten. Saran
untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah tahun periode penelitian

untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah Teks Arab

NO

HLM

BAB

TERJEMAH

19

Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa
negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja
diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu
maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

33

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurnaakalnya, harta (mereka yang
ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

33

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang
lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah
merea bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

36

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan
hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban bagi Allah. Allah
Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
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LAMPIRAN 2
Data PDRB ADHK Menurut Kabupaten/kota
di Jawa Tengah Tahun 2011-2013

No Kabupaten/Kota 2011 2012 2013
1 Cilacap 13,749,105 14,517,885 15,352,291
2 Banyumas 4,931,433 5,221,519 5,571,941
3 Purbalingga 2,678,085 2,845,663 3,006,627
4  Banjarnegara 3,030,542 3,189,652 3,357,960
5 Kebumen 3,070,381 3,242,112 3,378,160
6  Purworejo 3,168,113 3,327,672 3,493,601
7 Wonosobo 1,974,114 2,075,562 2,179,015

8 Magelang 4,292,354 4,542,889 479,719

9 Boyolali 4,472,217 4,725,559 4,982,066
10 Kilaten 4,938,051 5,211,757 5,513,308
11 Sukoharjo 5,206,688 5,468,709 5,742,877
12 Wonogiri 3,140,855 3,325,090 3,470,048
13  Karanganyar 5,752,137 6,086,877 6,414,504
14 Sragen 3,270,053 3,485,992 3,717,488
15 Grobogan 3,370,344 3,578,063 3,742,250
16 Blora 2,170,195 2,278,805 2,390,800
17 Rembang 2,384,459 2,500,796 2,626,476
18  Pati 4,828,723 5,114,682 5,407,167
19  Kudus 13,184,051 13,754,585 14,398,651
20 Jepara 4,502,689 4,763,306 5,038,104
21 Demak 3,156,126 3,302,610 3,455,273
22 Semarang 5,869,950 6,223,188 6,573,208
23  Temanggung 2,521,439 2,648,488 2,781,321
24  Kendal 5,717,087 6,033,632 6,350,000
25 Batang 248,766 2,611,529 2,746,480
26  Pekalongan 3,384,388 3,564,599 3,758,994
27 Pemalang 3,622,636 3,813,839 4,020,039
28 Tegal 3,801,779 4,001,205 4,233,513
29 Brebes 5,780,878 6,082,267 6,390,184
30 Kota Magelang 1,169,343 1,245,158 1,318,708
31 Kota Surakarta 5,411,912 5,742,861 6,080,954
32 Kota Salatiga 961,025 1,018,104 1,080,657
33  Kota Semarang 22,736,136 24,196,488 25,697,338
34  Kota Pekalongan 2,200,828 2,324,147 2,460,947
35 Kota Tegal 1,340,228 1,408,144 1,477,506
Rata-rata 4,629,632 4,956,384 5,105,376
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LAMPIRAN 3
PDRB Kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas

Tahun 2005-2012

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara
2005 10,145,144 3,598,399 1,921,654 2,277,620
2006 10,602,338 3,759,548 2,018,808 2,375,975
2007 11,140,846 3,958,646 2,143,746 2,495,786
2008 11,689,093 4,172,782 2,257,393 2,619,990
2009 12,303,308 4,400,542 2,384,014 2,753,936
2010 12,998,129 4,654,634 2,525,873 2,888,524
2011 13,749,105 4,927,351 2,679,134 3,030,542
2012 14,517,885 5,221,519 2,845,663 3,189,652

Rata-rata 12,143,231 4,336,678 2,347,036 2,704,003
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Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas

Tahun 2005-2012 (%)

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Rata-rata
2005 3.72 4.48 5.06 4.32 4.39
2006 4.45 5.30 6.19 5.04 5.24
2007 4.90 5.41 5.30 4.98 5.15
2008 5.00 5.46 5.61 511 5.29
2009 5.09 5.77 5.95 4.89 5.43
2010 5.30 5.86 6.07 4.92 5.54
2011 ST 5.97 6.22 5.25 5.68
2012 5.47 6.71 5.66 5.28 5.78
Rata-rata 4.90 5.62 5.76 4.97 5.31




LAMPIRAN 5

Derjat Desentralisasi Fiskal (PAD/TPD*100) di Kabupaten/Kota Eks
Karesidenan Banyumas 2005-2012 (%)

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara
2005 18.16 11.35 7.73 10.90
2006 8.46 10.51 7.16 9.28
2007 8.02 11.01 6.25 8.99
2008 8.83 9.87 5.90 9.33
2009 10.07 12.52 8.22 11.33
2010 11.22 11.92 8.22 11.02
2011 10.51 11.92 6.59 9.95
2012 10.97 12803 7.90 10.36
Rata-rata 10.78 11.42 7.25 10.15
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Investasi (Belanja Modal) Pemerintah Kabupaten/Kota Eks

Karesidenan Banyumas Tahun 2005-2012 (Ribu Rupiah)

106

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara
2005 265,812,474 225,878,203 38,162,564 59,073,414
2006 226,107,789 155,061,920 89,773,036 101,496,008
2007 323,355,799 159,338,703 120,332,563 128,796,809
2008 277,402,484 321,336,160 180,386,711 138,287,451
2009 176,603,026 380,304,425 114,667,990 77,399,942
2010 163,912,214 808,514,158 428,191,968 155,214,888
2011 203,564,557 999,857,106 663,856,268 160,076,168
2012 308,872,108 3,094,441,076 126,673,451 158,300,839

rata-rata 243,203,806 768,091,469 220,255,569 122,330,690




LAMPIRAN 7

Pajak Daerah Kabupaten/kota eks Karesidenan Banyumas

Tahun 2005-2012 (Ribu Rupiah)

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara
2005 29,334,930 1,729,512 5,736,719 5,792,993
2006 32,072,943 16,832,562 6,538,706 6,995,119
2007 32,841,910 18,991,309 6,810,613 8,153,289
2008 41,103,678 21,342,097 7,314,771 9,574,697
2009 44,266,569 19,335,000 8,161,471 10,934,150
2010 46,309,940 29,101,073 9,265,191 11,371,153
2011 59,511,382 36,378,500 12,376,945 15,893,749
2012 64,773,403 54,752,318 13,613,380 19,432,288

Rata-rata 43,776,844 24,807,796 8,727,224 11,018,430
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LAMPIRAN 8
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota eks
Karesidenan Banyumas Tahun 2005-2012 (Rupiah)

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara
2005 66,460,237 63,868,661 40,755,770 34,084,576
2006 78,895,457 84,391,301 47,694,606 43,900,255
2007 82,175,122 95,714,781 52,744,391 44,873,490
2008 102,780,341 89,086,275 63,755,294 46,521,397
2009 120,047,513 70,912,562 81,617,693 60,636,815
2010 149,933,366 166,297,528 62,486,768 60,278,746
2011 173,141,334 193,263,340 94,937,162 71,107,050
2012 196,673,442 242,106,509 112,727,590 94,271,468




LAMPIRAN 9
Data Total Pendapatan Asli Daerah (TPD) Kabupaten/kota eks

Karesidenan Banyumas Tahun 2005-2012 (Rupiah)
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Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga  Banjarnegara
2005 565,921,137 566,256,318 373,971,473 380,294,420
2006 932,736,973 803,084,869 514,030,873 552,724,134
2007 1,024,452,227 869,377,558 586,644,539 629,936,072
2008 1,163,540,429 902,466,529 638,442,606 780,752,690
2009 1,199,470,140  1,014,142,227 732,350,396 671,361,723
2010 1,334,844,614  1,221,869,030 849,712,580 984,557,160
2011 1,640,048,746  1,593,406,456 954,170,516  1,078,602,850
2012 1,815,453,436  1,815,446,830  1,087,711,409 1,193,188,804




LAMPIRAN 10
Hasil Analisis Deskriptif
PE DF INV PD
mean 5.312813 9.5625 19.23031 16.66375
median 5.29 9.91 18.90000 16.65500
max 6.71 13.61 25.42000  17.99000
min 3.72 5.96 17.46000 15.56000
std Dev  0.612721 1.972199 1.430952 0.750113
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LAMPIRAN 11

1. Uji chow

Uji Spesifikasi Model

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

111

Effects Test Statistic df. Prob.
Cross-section F 24590185 (3,25) 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PE
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06M15M6 Time: 12:15
Sample: 2005 2012
Periods included: 8
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 32
Ise pre-specified GLS weights
Wariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2448753 2693369 0909178 0.3710
OF 0.061970 0.055640 1.113780 0.2748
IMY 0.035047 0.058589 05881449 0.5611
PD 0.092030 0162776 0565382 0.5763
Weighted Statistics
R-squared 0108630 Mean dependent var 5617638
Adjusted R-sguared 0.013126 S.D. dependentvar 1.190129
3.E. of regression 0618111 Sum squared resid 10.69771
F-statistic 1137437  Durbin-Watson stat 0.941810
Prob(F-statistic) 0.351000
Lnweighted Statistics
R-squared 0.018799 Mean dependent var 5.312813
Sum squared resid 11.41946 Durbin-Watson stat 0.834750
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2. Uji Hausman test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Statistic ~ Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 72.894004 3 0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
DF -0.071754 0.084308 0.000761 0.0000
LNINV 0.083635 0.030003 0.000335 0.0034
LNPD 1.056305 -0.081070 0.024551 0.0000

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: PE

Method: Panel Least Squares

Date: 06/16/16 Time: 03:17

Sample: 2005 2012

Periods included: 8

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -13.21135 3.014759 -4.382225 0.0002
DF -0.071754 0.043222 -1.660118 0.1094
LNINV 0.083635 0.046861 1.784742 0.0864
LNPD 1.056305 0.180282 5.859172 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.762172 Mean dependent var 5.312813
Adjusted R-squared 0.705093 S.D. dependent var 0.612721
S.E. of regression 0.332740 Akaike info criterion 0.827731
Sum squared resid 2.767902 Schwarz criterion 1.148360
Log likelihood -6.243690 Hannan-Quinn criter. 0.934010
F-statistic 13.35299 Durbin-Watson stat 1.991225

Prob(F-statistic) 0.000001
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Hasil Output Regresi Data Panel

Dependent Variable: PE

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 06M5/M16 Time: 13:34

Sample: 2005 2012
Periods included: 8

Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 32
Linear estimation after one-step weighting matrix

Yariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3425731 2678930 1.278764 0.2115
OF 0.074605 0.056032 1.331465 0.1938
LMY 0.0189749 0.061174 0.310242 0. 7587
LMPD 0.047705 0163837 0291172 07731
Weighted Statistics
R-squared 0.094243 Mean dependentwvar 5547075
Adjusted R-sgquared -0.002802 5.0 dependentvar 1.096767
S.E. of regression 0.614050 Sum squared resid 10.55762
F-statistic 0971126 Durbin-Watson stat 1.089066
Prob(F-statistic) 0420230
Unweighted Statistics
R-squared 0.047478 Mean dependentvar 5.312813
Sum squared resid 11.08568 Durbin-Watson stat 0.954597
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Dependent Variable: PE

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 061516 Time: 13:33

Sample: 2008 2012

Periods included: 8

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 32

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Erraor t-Statistic Praob.
C -11.45388 2624097  -4.364923 0.0002
DF -0.058394 0039156  -1.491310 01454

LMY 0.079337 0.033290 2383183 0.0251
LMPD 0.948136 0.152957 G.198732 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 07743834 Mean dependentwvar 5.617638
Adjusted R-sguared 0720236 3.D. dependentvar 1.190129
3.E. of regression 0329103 Sum squared resid 2707718
F-statistic 1430126 Durbin-Watson stat 1.827286
Prob(F-statistic) 0.000001

LInweighted Statistics

R-squared 0758401 Mean dependentwvar 5.312813
Sum squared resid 2811735 Durbin-Watson stat 1.977231
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Dependent Variable: PE

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06M15M6 Time: 13:34

Sample: 2005 2012

Periods included: 8

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 32

Swamy and Arora estimator of component variances

Wariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5280570 1451176 3.638821 0.0011
DF 0.084308 0.0332749 2833378 0.0172
LMY 0.030003 0.043137 0.695541 0.4924
LMNPD -0.081070 0089165  -0.909217 0.3710
Effects Specification
S0 Rho
Cross-section random 4 15E-07 0.0000
|diosyncratic random 0.332740 1.0000
Weighted Statistics
R-squared 0.068722 Mean dependentvar 8312812
Adjusted R-squared -0.03105Y S.0. dependent var 0612721
S.E. of regression 0622163 Sum squared resid 10.83844
F-statistic 0.683741 Durbin-Watson stat 1.116196
Prob(F-statistic) 0.566531
Lnweighted Statistics
R-squared 0.068722 Mean dependentvar 5.312813

Sum squared resid 10.83844 Durbin-Watson stat 1116196




LAMPIRAN 12

Hasil Ln Data Investasi

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara
2005 19.39830 19.23551 17.45737 17.89429
2006 19.23652 18.85934 18.31285 25.41867
2007 19.59426 18.88654 18.60577 16.37116
2008  19.44098 19.58800 19.01061 16.44226
2009 18.98941 19.75648 18.55755 18.16450
2010 18.91484 20.51071 17.57250 18.86032
2011 19.13149 20.72312 18.01099 18.89116
2012 19.54844 21.85287 18.65712 18.88001
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Hasil Ln Data Pajak Daerah

Tahun Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara
2005 17.19429 16.66593 15.56240 15.57216
2006 17.28352 16.63883 15.69325 15.76072
2007 17.30722 16.75949 15.73399 15.91393
2008 17.53161 16.87619 15.80541 16.07463
2009 17.60574 16.77743 15.91494 16.20740
2010 17.65087 17.18629 16.04178 16.24659
2011 17.90168 17.40949 16.33135 16.58144
2012 17.98641 17.81833 16.42656 16.78245
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% Riwayat Pendidikan Non formal

NO TAHUN RIWAYAT PENDIDIKAN
1. 2012 Kursus komputer
2. 2012 Kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab

X/
L X4

X/
L X4

KEMAMPUAN

Menguasai komputer (Ms. Word, excel, power point).
Menguasai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris dan bahsa Arab.

PENGALAMAN KERJA

¢+ Praktik Kerja Lapangan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) DIY
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